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ABSTRAK 

 

 

Fenomena trangender dalam masyarakat mendapat berbagai macam reaksi, 

sehingga membutuhkan penangan khusus dalam hal yang berkaitan langsung 

ataupun tidak langsung. Dalam penelitian ini memfokuskan pada pandangan 

dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tentang Trasngender beserta 

kewarisannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field 

reserch) dengan sifat penelitian dengan metode deskriptif analitik. Tehnik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam yang kemudian 

dianalisis secara induktif. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama 

Bagaimanakah pandangan dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 

tentang Transgender dan kewarisan. Kedua bagaimanakah pandangan Hukum 

Islam terhadap pandangan dosen terkait Transgender dan kewarisannya. Tujuan 

melakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui trangender mengenai 

kewarisannya. Disamping itu juga untuk mengetahui respon Dosen-Dosen 

Fakultas Syariah Trangender dan kewarisannya. 

Berdasarkan hasil penelitian, dipaparkan mengenai pandangan yang 

diberikan dosen Fakultas Syari’ah tentang transgender dan kewarisannya peneliti 

menemukan jawaban yang beragam dari kelima responden mengenai pandangan 

tentang transgender secara subjektif. Dapat diketahui bahwa trangender adalah 

orang yang memiliki kelainan pada kejiwaan yang dapat menjadikan seseorang 

merubah jenis kelaminnya pada seorang yang memiliki jenis kelamin normal atau 

seorang yang tidak  memiliki identitas gender secara jelas dalam keadaan 

biologisnya, misalnya seorang yang memiliki kelamin ganda, tidak diketahui jenis 

kelaminnya dan tidak sesuainya antara organ kelamin dalam dengan organ 

kelamin luar. Pendapat pertama perubahan gender atau kelamin dapat dilakukan 

apabila dengan tujuan penyempurnaan kelamin dengan demikian hak waris yang 

didapatpun berdasarkan perubahan yaitu bahwa kedudukan perubahannya diakui. 

Apabila perubahan kelamin tidak dengan tujuan penyempuranaan maka 

perubahan itu tidak diakui atau tidak sah dan tidak boleh dilakukan, hak 

kewarisannyapun tidak berubah dari semula. Pendapat yang kedua bahwa segala 

macam perubahan kelamin tidak boleh dilakukan karena merubah kodrat sebagai 

mahluk ciptaan Allah. Dengan demikian hak warisnya tidak ada memiliki 

perubahan. Hal ini sejalan dengan fatwa MUI tahun 1980 tentang penyempurnaan 

kelamin sehingga perubahan jenis kelaminnya dapat diberlakukan bersadasarkan 

Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan 

Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil.        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                            

                        

          

Artinya: “dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 

membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh 

mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka 

benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah 

ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa 

yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka 

sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (Q.S. An-Nisa’: 

119)
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1 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil Cipta 

Media, 2005) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, maka 

secara singkat akan diuraikan terlebih dahulu pengertian kata-kata penting 

dalam judul “PANDANGAN DOSEN TERHADAP KEWARISAN 

TRANSGENDER (UBAH JENIS KELAMIN) DALAM PERSPEKIF 

HUKUM ISLAM (Studi Pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan  

Lampung)”  sebagai berikut . 

Pandangan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam 

hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungan.
2
 

Perkataan “pandangan” dalam skripsi ini dibatasi pengertiannya pada 

pendapat dosen waris di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri 

Lampung.   

Hukum Islam yaitu hukum yang dibangun berdasarkan 

pemahaman manusia atas nash Al-Qur’an maupun Assunnah untuk 

mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada 

setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.
3
 

Kewarisan berasal dari kata waris yang berarti mengatur tentang 

pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris 

                                                             
2
 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: Renika Cipta, 

Edisi Revisi, 2003) 
3
 Said Aqil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Jakarta: Permadani, 

2005), hal. 6 

1 

1 



 

kepada ahli waris dan menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris serta 

menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris.
4
  

Transgender (Ubah Kelamin) adalah suatu gejala ketidakpuasan 

seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan 

kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan kelamin 

yang dimilikinya.
5
 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian dari judul skripsi “PANDANGAN DOSEN TERHADAP 

KEWARISAN TRANSGENDER (UBAH JENIS KELAMIN) DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Fakultas Syari’ah UIN 

Raden Intan  Lampung)”, adalah pendapat dosen di Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri Lampung  terhadap waris yang di berikan kepada 

transgender kemudian di analisis dengan hukum Islam. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi motivasi penulis memilih judul tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

a. Mengingat pentingnya kejelasan hak dalam pembagian waris 

hukum Islam terutama tentang Kewarisan Transgender. 

                                                             
4 Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hal. 375. 
5
Transgender Menurut Pandangan Islam” (on-line), tersedia di: 

http://forumgurunusantara.blogspot.com/2014/10/transgender-indonesia.html (10 Februari 2017), 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

http://forumgurunusantara.blogspot.com/2014/10/transgender-indonesia.html


 

b. Munculnya kecenderungan beberapa orang kearah trangender dan 

mereka membentuk komunitas untuk menuntut kesamaan hak. 

2. Alasan Subjektif 

a. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat akademik untuk menyusun 

skripsi dan juga dalam upaya menambah pengetahuan mengenai 

tentang kewarisan di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan.  

b. Judul tersebut sesuai dengan jurusan penulisan yaitu jurusan Ahwal 

Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah, dan sepanjang pengetahuan 

penulis belum ada yang mengangkat tema pembahasan di atas, serta 

tersedianya buku-buku primer maupun sekunder yang terdapat di 

perpustakaan atau di toko-toko buku. 

 

C. Latar Belakang 

Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu. Apabila telah 

sampai pada batas akhir kehidupan dengan datangnya kematian, maka 

urusan keduniawian manusia tidak lantas berakhir. Kematian pada satu sisi 

memang telah mengakhirkan urusan duniawi orang yang meninggal 

tersebut, namun disisi lain kematian  itu juga akan menimbulkan dampak 

bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Salah  satu dampak tersebut 

adalah pembagian  harta peninggalan orang yang meninggal di kalangan 

keluarga atau sering disebut dengan pembagian harta warisan. 

Firman Allah SWT : 



 

                        

                          

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua 

orang tua dan kerabatnya, dan bagi permpuan ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, 

baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. 

(Q.S. An-Nisa’, 33).
6
 

Dalam konteks ayat diatas, pembagian harta warisan merupakan 

salah satu kajian dalam Islam yang dalam keilmuan dibahas secara khusus 

dalam fiqh. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mengetahui cara 

bagaimana dalam menyampaikan atau meneruskan tarikah-tarikah orang 

yang telah meninggal kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
7
 

Secara bahasa, warisan atau kewarisan yang sudah  populer dalam bahasa 

Indonesia merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab warits sebagai 

fi‟il isinya menjadi mīrāts dijama’kan menjadi al-warits yang artinya 

mewarisi, yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan 

sseseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.
8
 

Sedangkan menurut Suhrawardi, waris berasal dari bahasa Arab 

yakni “warits” yang memiliki arti yang ditinggal atau yang kekal. 

Sedangkan secara istilah, makna waris kemudian diartikan sebagai orang-

orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan 

oleh orang yang telah mati yang juga dikenal dengan istilah ahli waris.  

                                                             
6
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil Cipta Media, 

2005), hal. 78 
7
 T. M. Hasbi Ash Ashiddieqy, Fiqhul Mawaris (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 21  

8
 Muslich Maruzi,  Pokok-pokok Ilmu Waris, (Semarang: Mujahidin, 1982), hal. 1 



 

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat 

luas, di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, 

bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti 

tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Perlu diketahui 

bahwa pola pikir mazhab 4 (empat) yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik 

bin Anas, Imam Al-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang satu 

dengan yang lainya, pada prinsipnya tidak berbeda, khususnya dalam 

merumuskan Hukum Kewarisan, seperti misalnya, rumusan ahli waris dan 

pola pembagiaannya yaitu Z︠︠︠︠ āwul Farāid, Asābah dan Zāwul Arhām.
9
 

Ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni: 

1. Al-qarābah atau pertalian darah.  (  (  بٌ  نَ قِ يْ قِ يٌّ س نَ 

2. Al-musāharah atau hubungan perkawinan. (  ( نَ بٌ همُصنَا

3. Al-walā‟ atau memerdekakan hamba sahaya.
10
 ( نَ يْ نَ نَ ُ )  

Sedangkan rukun kewarisan sebagaimana telah dikemukakan oleh 

Asy-Syarbini dan Hasbi Ash-Shiddieqy dapatlah ditetapkan unsur-unsur 

atau rukun-rukun kewarisan, yaitu: Pewaris (muarrits), Ahli Waris 

(wārits) dan Harta Warisan (maurūts atau mā l al-irtsi). demikian pula 

Muhammad Ali al-Shabuni mengemukakan bahwa rukun-rukun kewarisan 

dalam Islam ada tiga yaitu: muarrits, wārits dan maurūts.
11

 

Perihal yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur 

adalah: 
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1. Budak 

Seseorang yang berstatus budak tidak mempunyai hak untuk 

mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang 

dimiliki budak secara langsung milik tuannya.  

2. Pembunuhan 

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya 

seorang anak membunuh ayahnya). Maka ia tidak berhak 

mendapat warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rosulullah Saw: 

لِ شَيْئٍ  ٌْ قْتُ ًَ ٍْ ترَِكَةِ انْ  (رًاه أبٌدًد ًاننسائى)نيَْسَ نهِْقاَتمِِ يِ

Artinya: “Tidaklah seseorang pembunuh berhak mewarisi 

harta orang yang dibunuhnya”. (H.R. Abu Dawud 

dan An Nasa’i).
12

 

3. Perbedaan Agama 

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh 

orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini bedasarkan sabda 

Rosulullah Saw: 

سْهىَِ  ًُ لاَ انْكَافرُِ انْ ًَ سْهىَِ انْكَافرَِ  ًُ  (رًاه انبخار يسهى)لاَ يرَِثُ انْ

Artinya : “Tidak berhak seorang muslim mewarisi orang kafir 

dan idak pula orang kafir mewarisi muslim”. 

(HR.Bukhari dan Muslim).
13

   

Pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris pada dasarnya sudah 

diatur dalam Al-Qur’an. Namun ternyata di Indonesia ada sekelompok 
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orang yang sangat kecil jumlahnya, dikenal dengaan sebutan Transgender. 

Mereka menuntut kesamaan hak-haknya dengan orang-orang yang biasa 

atau normal, termasuk dalam urusan waris. Di dalam Al-Qur’an dan  

Hadist, tidak dijelaskan ketentuan waris bagi ahli waris Transgender, 

jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun halangan mereka untuk 

mewarisi. Problem ketentuan waris bagi ahli waris Transgender ditinjau 

dari hukum Islam, adakah hambatan bagi ahli waris Transgender untuk 

mewaris dan solusi mengatasi hambatan tersebut. 

Dalam hal di atas tentu sudah jelas mengenai pembagian dan hukum 

bagiannya, kemudian jika di zaman millenium ini ditemukan suatu masalah 

yang samar dari sebagian pembagiannya dan atau hukum bagiannya (waris) 

seperti yang dapat kita tela’ah dari keberadaan seorang Transgender (ubah 

kelamin) yang beragama Islam, yaitu Dorce Gamalama atau Dedi Yuliardi 

Ashadi, Dena Rachman atau Renaldi Rachman, Lucita Luna dan Solenia 

Chaniago yang menjadi publik pigur di Indonesian. Bila dihitung 

kuantitasnya memang tidak banyak yang mentransgenderkan dirinya, tetapi 

hal ini dapat menimbulkan kasus baru yang penting untuk tinjau. Seperti 

kasus seorang WNI Transgender, Mayang Prasetyo, dimutilasi dan direbus 

suaminya, Marcus Peter Volke (28), warga negara Australia. Dalam kasus 

di atas penulis tentu bukan melihat dari aspek hukum pidana akan tetapi 

dari aspek hukum perdata yaitu kewarisan dari Mayang Prasetyo. 

 Apabila dalam kasus di atas ditemukan perbedaan pandangan 

dengan hukum Islam, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah 



 

bagaimanakah ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender ditinjau dari 

Hukum Islam? Lalu bagaimanakah pandangan dosen Fakultas Syari’ah 

UIN Raden Intan Bandar Lampung tentang waris bagi ahli waris 

transgender? Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelusuran ilmiah tentang pandangan hukum Islam 

terhadap Transgender, khususnya masalah kewarisan menurut pandangan 

dosen. Untuk merealisasikannya, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah 

Kelamin) Dalam Perspektif Hukum Islam” Studi di Fakultas Syari’ah UIN 

Raden Intan Lampung . 

 

D. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka 

susunan masalah dalam pendekatan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan 

Lampung tentang kewarisan Transgender? 

2. Bagaimanakah pandangan dosen terkait kewarisan Transgender 

dalam perspektif hukum Islam? 

  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ilmiah ini adalah 

sebagai berikut: 



 

1. Untuk mengetahui secara pandangan dosen Fakultas Syari’ah tentang 

Kewarisan Transgender.  

2. Untuk mengetahui  pandangan dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden 

Intan Lampung tentang Kewarisan Transgender dalam Perspektif 

hukum Islam. 

Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a) Menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah 

yang  berhubungan dengan kewarisan di Fakultas Syari’ah itu 

sendiri. 

b) Dapat dijadikan referensi dalam memperoleh informasi tentang 

bagaimana tata cara kewarisan di Fakultas Syari’ah. 

c) Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar 

dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya 

dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui 

metode ilmiah, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan 

kewarisan di Fakultas Syari’ah. 

 

2. Secara Praktis 

a) Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan 

penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai tentang 

kewarisan di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan. 



 

b) Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar 

sarjana dalam bidang hukum. 

F. Metode Penelitian 

Metode merupakan aspek yang penting dalam melakukan 

penelitian.  Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Jenis  dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research), 

yaitu metode yang digunakan  untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan 

satu unit sosial, individu, kelompok lembaga dan masyarakat. 

Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan 

permasalahan yang ada secara langsung, tentang berbagai hal yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas dan dilakukan dengan 

cara sistematis dan mendalam. Dalam hal ini penelitian yang 

dilakukan di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Bandar Lampung. 

b. Sifat penelitian 

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam 

penelitian deskriftif analitik, yaitu “suatu penelitian yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan dan menganalis mengenai subyek yang 

diteliti”. 



 

Metode ini bertujuan mendeskripsikan atau memberikan 

gambaran umum terhadap suatu objek penelitian yang diteliti 

melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat 

kesimpulan yang berlaku umum. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:
14

  

a. Data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam 

bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Dalam 

hal ini yang dimaksud adalah 3 (tiga) orang dosen kewarisan dan 2 

(dua) dosen umum di Fakultas Syar’ah UIN Raden Intan Lampung. 

b. Data sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber 

data primer
15

 berupa kitab-kitab fiqih dan literatur tentang 

Kewarisan serta Komplikasi Hukum Islam.  

3. Metode Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 
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Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan 

wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung kepada responden.
16

 Wawancara (interview) adalah 

kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari 

dosen waris dan dosen umum di Fakultas Syari’ah UIN Raden 

Intan Lampung. Tipe wawancara yang digunakan adalah 

wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, 

untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari 

pokok permasalahan. 

b. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
17

 Metode ini penulis gunakan untuk 

menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini 

dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau 

dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan 

gambaran umum lokasi penelitian yaitu Fakultas Syari’ah UIN 

Raden Intan Lampung. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai 

hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan 

secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. 
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Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data sekunder 

dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini diperoleh dari 

literature-literature yang mempunyai relevansi dengan pembahasan 

penulis. 

4. Metode Pengolahan Data 

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan 

beberapa cara atau metode yaitu: 

a. Memeriksa data (editing) 

Pemeriksaan data adalah pembeneran apakah data yang 

terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan 

kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak 

berlebihandan tanpa kesalahan. 

 

 

b. Penandaan data (coding) 

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang 

diperoleh, baik berupa penemuan ataupun penggunaan tanda atau 

simbol atau kata tertentu menunjukan golongan, kelompok dan 

klasipikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk 

menyajikan data secara sempurna dan  memudahkan rekonstruksi 

serta analisis data. 

c. Penyusunan atau Sistematisasi (contructing/systematizing)  



 

Penyusunan atau sitematisasi data adalah mengelompokkan 

secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut 

klasifikasi data dan urutan masalah. 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data terhimpun melalui penelusuran kepustakaan maka 

penulis menganalisis data secara kualitatif dengan metode berpikir 

induktif: 

a. Kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan Perundang-Undang dan putusan 

Pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. 

b. Induktif, yaitu cara berpikir berangkat dari fakta-fakta peristiwa 

yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit 

tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan 

metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang 

telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalis, 

sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada 

analisis data penulis akan menggolah data-data yang diperoleh dari 

hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data-data tersebut telah 

diolah dilakukan pembahasan dan dianalisis, maka dapat 

menghantarkan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang 

dikehendaki. 

 



 

BAB II 

KEWARISAN DALAM ISLAM DAN TRANSGENDER 

 

A. Kewarisan dalam Islam 

Kewarisan dalam Islam adalah kewarisan yang dilaksanakan 

berdasarkan hukum Islam atau lebih kita ketahui dengan Hukum Kewarisan 

Islam. Terdapat beberapa nama Hukum Kewarisan Islam seperti; Fiqhul 

Mawaris, Ilmu Waris, Ilmu Faraid atau Hukum Waris. Sekalipun terdapat 

berbagai nama, namun istilah ini masih bertumpu pada kata Mawāris dan 

Farāid.
18

 

Secara bahasa, kata  waratsa asal kata kewarisan digunakan dalam Al-

Qur’an dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah, hukum kewarisan Islam 

ditetapkan. Kata waratsa memiliki beberapa arti: pertama, mengganti yaitu 

yang tertuang dalam QS. Al-Naml ayat 16.
19

  

                         

                  

Artinya: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai 

Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan 

kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar 

suatu kurnia yang nyata”. (Q.S. Al-Naml 16) 

Kedua, berarti memberi yaitu dalam fiman-Nya QS. Al-Zumar ayat 74. 
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                      

                 

Artinya: Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah 

memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada 

kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat 

dalam surga di mana saja yang kami kehendaki; maka surga itulah 

sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal”. (Q.S. Al-

Zumar 74) 

Ketiga,berarti mewarisi yaitu dalam QS. Maryam ayat 6. 

                          

Artinya: “Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga 

Ya´qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai”. 

(Q.S. Maryam 6) 

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur 

pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian warisan yang diterima dari 

harta peninggalan itu untuk setiap  ahli waris yang berhak.
20

 Hasby Ash-

Shiddieqy mengatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang 

mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan 

setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.
21

 

  Dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa hukum kewarisan 

adalah hukum mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta 

peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris dan menentukan siapa 
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saja yang menjadi ahli waris serta menentukan berapa bagian masing-masing 

ahli waris.
22

 

1. Sumber Hukum dalam Kewarisan Islam  

Sumber hukum yang mengatur pembagian warisan dalam Islam 

adalah Al-Qur’an dan Al-Hadis. Kedua sumber ini kemudian diperkaya 

dengan Ijtihad dari para ulama. 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an sebagai sumber Islam yang pertama menjelaskan hukum 

kewarisan secara cukup jelas. Di dalam Al-Qur’an aturan kewarisan 

sebagian besarnya diatur dalam surat dalam surat An-Nisa’, yaitu:
23   

                     

                        

                         

                           

                         

                      

Artinya: “Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki 

sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan 

jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka 

bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika 

anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 
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setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika 

orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 

diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 

sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang 

ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) 

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui 

siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa’ 11)
24 

                    

                     

                  

                       

                  

                    

                   

                        

 Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 

mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, 

maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat 

atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika 

kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, 
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maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang 

kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat 

atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika 

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang 

tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) 

atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi 

masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam 

harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 

seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 

sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 

dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat 

(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu 

sebagai) syari´at yang benar-benar dari Allah, dan Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun‟‟. (Q.S. An-Nisa’ 

12)
25

 

                     

                        

                      

                         

     

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 

kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak 

mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 

maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari 

harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki 

mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia 

tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu 

dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta 
yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka 

(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan 

perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki 

sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah 

menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak 
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sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu‟‟. (Q.S. 

An-Nisa’ 176)
26

 

Dalam ayat 11 dan 12 menjelaskan perincian bagian masing-

masing ahli waris seperti bagian warisan untk anak-anak bila orang 

tua mereka meninggaal dunia.
27

 Demikian pula sebaliknya bila anak 

yang meninggal, maka ditetapkan pula bagian untuk orang tuanya. 

Dalam ayat 12 menetapkan bagian-bagian suami isteri bila ada salah 

satu diantara mereka meninggal dunia. Ayat 176 dan 12 mengatur 

bagian ahli waris, dimana pewaris mati punah (mati tidak 

berketurunan).  diatas menerangkan para ahli waris dan bagiannya.
28

 

                   

                          

                   

Artinya:  “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari 

padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada 

keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah 

yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa’ 1)
29
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                       

                          

Artinya: ”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 

ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak 

bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian 

yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-Nisa’ 7)
30

 

                    

               

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak 

yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu 

(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan 

yang baik”. (Q.S. An-Nisa’ 8)
31

 

                    

              

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S. An-Nisa’ 9)
32

 

                     

                
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak 

yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api 

sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api 

yang menyala-nyala (neraka)”. (Q.S. An-Nisa’ 10)
33

  

                     

                     

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan 

dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, 

niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang 

mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal 

di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”. (Q.S. 

An-Nisa’ 13)
34

 

                      

           

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya 

dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah 

memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di 

dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”. (Q.S. 

An-Nisa’ 14)
35

 

                          

                       

    

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang 

ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan 

pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang 

kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah 
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kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah 

menyaksikan segala sesuatu” (Q.S. An-Nisa’ 33)
36

 

 Sedangkan surat An-Nisa’, ayat 1,7,8,9,10,13,14,33, mempunyai 

konteks dengan kewarisan (intisari dari ayat-ayat ini).
37

 

b. Hadis 

Meskipun Al-Quran sudah menerangkan secara rinci tentang 

ahli waris dan bagiannya, Hadis juga menerangkan beberapa hal 

tentang pembagian warisan terutama yang tidak disebutkan dalam Al-

Qur’an, seperti untuk mempelajari hukum kewarisan. 

ٍَ اىَمََ انْفرََا ئضِِ عَهئَ كِتاَ بِ اللهِ  الَ بيَْ ًَ ٌا انْ ًُ رًاه يسهى )أقَسََ

(ًابٌ داًًد  
Artinya: “bagilah harta benda diantara ahli waris menurut kitab 

Allah”. (H.R.Muslim dan Abu Daud)
38

 

c.  Ijtihad  

Ijtihad adalah sumber ketiga dan dalam hukum kewarisan 

berfungsi untuk menjelaskan apa yang belum dijelaskan oleh nash 

yang sharih (Al-Qur’an dan Al-Hadis)
39

. Para sahabat, para Imam 

Mazhab dan para Mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang besar 

terhadap pemecahan masalah kewarisan yang belum dijelaskan oleh 

nas. Contoh pemakaian Ijtihad dalam kewarisan adalah sebagai 

berikut: 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, hal. 141 
37

 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Bintang Terang Press, 1992) hal. 
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38 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, , hal. 171. 
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1) Status saudara-saudara yang mewarisi besama-sama dengan 

kakek. Di dalam Al-Qur’an hal itu tidak jelaskan, yaitu: status 

saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama 

dengan anak laki-laki yang dalam hal ini mereka tidak 

mendapat apa-apa lantaran terhijab. Menurut pendapat 

kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang menyetujui 

pendapat Zaid Ibnu Tsabit bahwa saudara-saudara tersebut 

mendapat warisan secara muqassamah dengan kakek. 

2) Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu mati dari pada 

kakek yang bakal diwarisi oleh yang mewarisi bersama-sama 

dengan saudara ayahnya. menurut ketentuan, mereka tidak 

mendapat apa-apa lataran terhijab oleh saudara-saudara 

ayahnya.
40

 

2. Sebab-sebab Kewarisan  

Maksud dari sebab-sebab kewarisan ini ialah sebab-sebab yang 

mengakibatkan seseorang memperoleh harta warisan. Di dalam literatur 

hukum kewarisan Islam diketahui alasan sesorang menerima harta 

warisan ada tiga: sebab perkawinan, sebab kekerabatan dan sebab 

perwalian atau ashābah „ushubah sababiyah.
41

  

a. Perkawinan adalah ikatan pernikahan antara suami-isteri yang sah 

menurut syara’ seperti memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. 
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Karena ikatan perkawinan antara suami-istri perkawinan antara suami 

dan istri dapat saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya.
42

 

b. Kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan 

pewaris. Kekerabatan seperti ini juga dinamakan nasabah hakiki. 

Kekerabatan karena membebaskan budak medapat juga disebut al-

ataqah atau wala‟ al-„itqi atau al-ni‟mati ialah „ushubah yang 

disebabkan karena membebaskan budak dan limpahan ni’mat atas 

budak karena telah dibebaskan. Dengan demikian ia mempunyai hak 

dan kewajiban sebagai manusia bebas lainnya. Karena pembebasan 

yang dilakukan oleh tuan atas budak itu berarti terjadilah hubungan 

antara keduanya dinamakan „ushubah sababiyah. Apabila yang 

dimerdekan itu (budak) meninggal dengan tidak mepunyai ahli waris 

baik karena perkawinan atau kekerabatan maka tuan yang 

membebaskanya itu (mu‟tiq) berhak menerima warisan. Hal ini karena 

tuannya telah berjasa membebakannya dari status budak menjadi 

orang yang merdeka. Tetapi apabila si tuan meninggal dunia maka 

bekas budak yang dibebaskan itu tidak dapat mewarisi harta benda 

bekas tuannya.
43

  

Dasar pewarisan memiliki unsur-unsur dan syarat-syarat, yaitu: 

1) Unsur-unsur Pewarisan 

a) Adanya orang yang meninggal dunia (Pewaris). 

b) Adanya orang yang masih hidup (Ahli Waris). 
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c) Adanya benda yang ditinggalkan, wujud benda yang warisan 

bisa berbentuk activa (piutang, tagihan) atau pasiva (hutang). 

2) Syarat Terjadinya Pewarisan 

Pewarisan dapat terjadi apabila pewaris meninggal dunia, 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata 

“pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dalam pasal 831 

KUH Perdata dijelaskan, bahwa bila ada dua (2) orang atau 

beberapa orangyang meninggal dunia berwama-sama (pada detik-

detik yang sama) sehingga tidak dapat diketahui siapakah yang 

meninggal lebih dahulu, padahal diantara mereka dapat terjadi 

saling mewarisi (baik karena pewarisan menurut UU atau Wasiat), 

maka diantara mereka tidak terjadi pewarisan atau tidak terjadi 

perpindahan harta warisan dari satu ke yang lain. Sedangkan bila 

meninggalnya pewaris kemungkinan kematiannya diketahui 

secara sungguh-sungguh (mati hakiki), artinya dapat dibuktikan 

dengan panca indera bahwa ia benar-benar telah meninggal 

seperti, ada yang menyaksikan dia meninggal dan ikut 

menguburkannya. Tetapi apabila meninggalnya pewaris tidak 

dapat diketahui secara pasti. Hal itu dikarenakan tidak diketahui 

secara sungguh-sungguh kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa 

ia sudah mati, maka kematian pewaris dinyatakan mati demi 

hukum yang dinyatakan oleh pengadilan. Peraturan tentang 

pernyataan meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia 



 

oleh pengadilan beserta akibat-akibatnya tercantum dalam pasal 

467 sampai dengan pasal 492 KUH Perdata.
44

        

3. Orang yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Waris 

a. Orang Berhak Menerima Waris 

Orang berhak terhadap harta peninggalan harus ada atau masih 

hidup pada saat kematian pewaris. Ahli waris hidup secara nyata, 

artinya hidupnya menurut kenyataan memang benar-benar masih 

hidup dan dapat dibuktikan secara hukum. Seperti, bayi yang masih 

dalam kandungan ibunya (belum lahir) sudah dianggap ada jika 

kepentingan menghendaki atau sudah dinyatakan hidup sebagaimana 

hidupnya ahli waris lainya. Ketentuan ini dinyatakan dalam pasal 1 

ayat 2 KUH Perdata: “anak yang ada dalam kandungan dianggap 

sebagai seorang yang telah dilahirkan, bila kepentingan si anak 

menghendaki. Apabila mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tidak 

dilahirkan”.
45

 Ditinjau dari orang yang menerima harta warisan (ahli 

waris) itu  ada tiga (4) macam: 

1) Ashāb al-Furud: ahli waris yang menerima bagian tertentu dari 

harta warisan seperti isteri mendapat seperempat (1/4) bagian bila 

suami yang meninggal itu tidak mempunyai anak, dan apabila 

mempunyai anak maka isteri memperoleh seper delapan (1/8) 

bagian. 
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2) „Ashābah „Ushubah Nasabiyah: ahli waris yang menerima bagian 

yang tidak tertentu. Mereka hanya mengambil bagian harta sisa 

harta warisan yang telah diambil oleh Ashāb al-Furud. Seperti 

anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan bila ia sendirian 

saja, tetapi bila ia bersama ibunya (isteri pewaris) maka bagian 

anak laki-laki tersebut memperoleh tujuh perlapan (7/8) bagian 

karena menerima sisa setelah diambil bagian ibunya seperlapan 

(1/8) bagian harta warisan. 

3) Dzāwul Archā m: ahli waris yang tidak termasuk kedalam dua 

kelompok tersebut diatas. Seperti cucu perempuan dari anak 

perempuan, paman dari pihak ibu dan lain-lain. Ahli waris dari 

dzāwūl Archā m terhalang (mahjub) bila masih ada ahli waris 

dzāwul furūd atau ahli waris ashābah 

4) Ashābah „Ushubah Sababiyah (perwalian/wala‟) adalah ahi waris 

yang terikat oleh ashubah sababiyah maksudnya kekerabatan yang 

didasarkan atas hukum (qurābah hakiyah). Kekerabatan menurut 

hukum itu terjadi lantaran seseorang membebaskan budak dan 

adanya perjanjian untuk tolong menolong saling setia antara 

seseorang dengan orang lain. 

b. Orang yang tidak berhak menerima waris 

Orang yang tidak berhak menerima waris adalah orang yang 

tidak temasuk dalam Ashāb al-Furūd, „Ashābah „Ushubah Nasabiyah, 

Dzāwul Archā m, Ashābah, „Ushubah Sababiyah (perwalian/wala‟) 



 

dan hak waris yang terhalang atau tidak patut (gugur). Perihal yang 

menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur adalah: 

1. Budak 

Seseorang yang berstatus budak tidak mempunyai hak untuk 

mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang 

dimiliki budak secara langsung milik tuannya. 

2. Pembunuhan 

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya 

seorang anak membunuh ayahnya). Maka ia tidak berhak 

mendapat warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rosulullah Saw: 

لِ شَيْئٍ  ٌْ قْتُ ًَ ٍْ ترِْكَةِ انْ  (رًاه أبٌدًد ًاننسائى)نيَْسَ نهِْقاَتمِِ يِ

Artinya: “Tidaklah seseorang pembunuh berhak mewarisi 

harta orang yang dibunuhnya” (H.R. Abu Dawud dan 

An Nasa’i).
46

 

3. Perbedaan Agama 

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh 

orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini bedasarkan sabda 

Rosulullah Saw: 

سْهىَِ  ًُ لاَ انْكَافرُِ انْ ًَ سْهىَِ انْكَافرَِ  ًُ  (رًاه انبخار ًيسهى)لاَ يرَِثُ انْ

Artinya : “Tidak berhak seorang muslim mewarisi orang kafir 

dan idak pula orang kafir mewarisi muslim”. 

(H.R.Bukhari dan Muslim).
47
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Sedangkan ahli waris yang dinyatakan tidak patut, tidak pantas 

atau terlarang (onwaarding) menerima warisan diatur dalam pasal 838 

KUH Perdata, yaitu: 

I. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah 

membunuh atau mencoba membunuh pewaris. 

II. Mereka yang dengan putusan hakim penah dipersalahkan kaeran 

secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, 

ialah sesuatu pengaduan telah melakukan kejahatan yang diancam 

hukuman penjara lima tahun atau lebih. 

III. Mereka yang diengan kekerasan atau perbuatan yang telah 

mencegah si pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya. 

IV. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan 

surat wasiat sipewaris.
48

 

 

B. Seputar Transgender 

Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu “trans” yang 

berarti pindah (tangan; tanggungan), pemindahan dan “gender” yang berarti 

jenis kelamin.
49

 

Sedangkan secara terminologi transgender diartikan dengan suatu gejala 

ketidakpuasan seeorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk 

fisik dan kelamin dengan kejiwaan atau adanya ketidakpuasan dengan alat 

kelamin yang dimilikinya. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah 
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dandanan (make up) gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi 

penggatian kelamin.
50

     

 Transgender (ubah kelamin) hanya dapat dilakukan dengan bantuan 

medis (operasi), dalam hal ini operasi ubah kelamin dibedakan dalam hal 

berikut:
51

   

1. Operasi ganti kelamin seorang yang lahir dalam kondisi normal dan 

sempurna organ kelamin luar dalamnya. 

Seorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ 

kelaminya yaitu dzakar bagi laki-laki dan unsur yang dilengkapi dengan 

rahim dan ovarium bagi perempuan, tidak diperbolehkan dan diharamkan 

melakukan operasi kelamin. Keterangan haram ini sesuai dengan 

keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah 

Nasional ke-2 tahun 1980 tentang operasi penyempurnaan atau 

penggantian kelamin. Adapun dasar yang digunakan untuk ketetapan 

hukum tersebut adalah :
52

 

Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13: 

                          

                          
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Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat 13)
53

  

 Ayat ini menjelaskan prinsip keadilan bagi segenap manusia 

dihadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis 

kelaminnya dan ketentuan Allah tidak boleh diubah dan seseorang harus 

hidup sesuai kodratnya. 

 Qur’an surat  An-Nisa ayat 119: 

                          

                     

           

Artinya: “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 

membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan 

menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang 

ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan 

aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-

benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan 

syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya 

ia menderita kerugian yang nyata”. (Q.S. An-Nisa’).
54

  

Menurut ayat di atas disebutkan beberapa perbuatan manusia 

yang diharamkan karena termasuk merubah ciptaan Allah, yaitu seperti: 

mengebiri manusia, homo seksual, lesbian, menyambung rambut 
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dengan sopak, pangur dan sanggul, membuat tato, mengerok bulu alis 

dan tahanus.  

ٍَ انررَّ َ ا لِ باِ ننبِّسَا  ِ  ٍَ يِ تََ ببِّيِ  ًُ ٍَ الله انَ ٍَ اننبِّسَا , نََ  تََ ببِّياَ تِ يِ ًُ ؤَانْ

َ ا لِ  اه أحًذ)ِ  باِ نربِّ ًَ (ر  

Artiya: “Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita 
yang menyerupai laki laki”. (H.R. Ahmad  no.3151, 5:243) 

Oleh karena itu kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi 

kesehatan mental yang penanganannya bukan dengan mengubah ciptaan 

Allah, melainkan melalui pendekatan kejiwaan dan spiritual. 

 

2. Operasi, menyamakan alat kelamin luar dengan alat kelamin dalam 

Operasi menyamakan alat kelamin luar dengan alat kelamin dalam 

yang berbeda antara alat kelamin luar dengan alat kelamin dalamnya. 

Semisal seorang yang beralat kelamin luar laki-laki yaitu dengan wujud 

dzakarnya akan tetepi alat kelamin dalamnya berlainan jenis, yaitu dangan 

wujud rahim dan ovarium. Maka hukumnya boleh atau mubah untuk 

melakukan operasi  penyamaan alat kelamin luar terhadap kelamin dalam. 

Namun sebaliknya, haram hukumnya untuk mengoperasi kelamin 

dalamnya agar disamakan dengan alat kelamin luarnya.
55

 

3. Operasi penyempurnaan kelamin 

Operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (penyempurnaan 

atau perbaikan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para Ulama 
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diperbolehkan secara hukum syar’i. Semisal jika kelamin seorang tidak 

memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, 

maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakanya dibolehkan 

bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena 

kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.
56

 

Dasar pengambilan hukumnya adalah berdasarkan prinsip 

“maslahah mursalah” karena kaidah fikih menyatakan “Adh-dhararu 

yuzāl” (bahaya harus dihilangkan) yang menurut Imam asy-Syatibi 

menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan 

yang dianjurkan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan hadits nabi SAW:  

ا,ا عَباَ د اللهِ  َ  ًْ ًَ صَعَ نوَُ ,  تذََا ًَ َ مرَّ نىَْ ئضََعْ دَاً إلِارَّ  ًَ رٌَّ الله عَزرَّ  فإَِ 

احِذٍ انْيرََو  ًَ اه احًذ)شِفاًَ غَيرََدَاٍ  ًَ   (ر

Artinya: ”berobatlah wahai hamba-hamba Allah! karena sesungguhnya 

Allah tidak mengadakan penyakit, kecuali mengadakan pula 

obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu penyakit ketuaan”. (HR. 

Ahmad).
57

 

 

4. Operasi mematikan salah satu alat kelamin seorang yang mempunyai dua 

jenis alat kelamin luar. 

Apabila seorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai 

dzakar dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan 

secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminya, Ia boleh mematikan 

dan menghilangkan salah satu alat kelamin luar  yang berlawanan dengan 
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alat kelamin dalamnya. Adapun dasar hukum yang digunakan sama 

dengan dasar hukum pada jenis operasi kelamin ke 2 dan ke 3. Dan 

sebaliknya operasi untuk menghidupkan alat kelamin luar yang 

berlawanan dengan kelamin dalamnya dan mematikan alat kelamin luar 

yang sama dengan kelamin dalamnya haram hukumnya.
58

 Semisal 

seseorang memiliki dua jenis kelamin luar yaitu zakar dan unsur 

sementara kelamin dalamnya berupa rahim dan ovarium maka tidak 

diperbolehkan membuang unsnya dan lebih memililih menghidupkan 

dzakarnya karena alat kelamin yang sejenis dengan kelamin dalamnya 

adalah unsur. Dasar pengambilan hukumnya adalah sama dengan dasar 

pengambilan hukum pada jenis operasi kelamin nomor 1. 

 

a. Pengertian Transgender 

Transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau 

ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya dan ia menghendaki 

bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya. Orang 

Transgender juga terkadang disebut sebagai orang transeksual59 

dikarenakan adanya kesamaan dari ekspesi gender yang berbeda dengan 

seksnya. Transgender diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor bawaan 

(hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Selain mencakup orang yang 

identitas gendernya berlawanan dengan seksnya yang ditunjuk (pria trans 
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dan wanita trans), istilah transgender juga dapat mencakup orang-orang 

yang tidak secara spesifik maskulin atau feminin (orang-orang 

genderqueer seperti bigender, pangender, genderfluid, atau agender). 

Definisi Transgender lainnya juga mencakup orang-orang yang termasuk 

ke dalam gender ketiga atau memiliki gender ketiga transgender. Dalam 

kasus yang lebih jarang, istilah transgender digunakan hingga mencakup 

cross-dresser, tanpa memperhatikan identitas gender. 

Keadaan transgender tidak terikat dengan orientasi seksual. Orang 

transgender dapat memilki orientasi heteroseksual, homoseksual, 

biseksual, aseksual, dan lain-lain. Istilah Transgender berbeda dengan 

istilah interseks, yaitu kondisi seseorang yang lahir dengan karakteristik 

seks fisik yang "tidak padan dengan gagasan umum mengenai laki-laki 

atau perempuan". Tingkat seorang individu untuk merasa asli, murni, dan 

nyaman dengan penampilan luarnya serta menerima identitas aslinya 

disebut sebagai kesesuaian Transgender (transgender congruence). 

Banyak dari orang transgender mengalami apa yang disebut disforia 

gender dan beberapa menerima bantuan medis seperti terapi penyulihan 

hormon, operasi penentuan ulang seks, atau psikoterapi. Orang 

transgender juga tidak dilindungi oleh hukum dari diskriminasi di banyak 

tempat.
60

  

 

b. Kedudukan dan Status Hukum Transgender 
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Pada dasarnya, di Indonesia sendiri aturan mengenai prosedur 

pergantian kelamin (transgender) memang belum diatur khusus. Akan 

tetapi, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status 

pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa 

penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara 

Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, telah diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 

Adminduk”). 

Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian 

yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, 

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan 

anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Demikian 

yang disebut dalam Pasal 1 angka 17 UU Adminduk.  

Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan 

Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang 

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

(Pasal 1 angka 16 UU Adminduk).  

Dari definisi peristiwa penting di atas, memang pergantian jenis 

kelamin ini tidak termasuk peristiwa penting yang disebut dalam Pasal 1 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/uu-no-23-tahun-2006-administrasi-kependudukan
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angka 17 UU Adminduk. Akan tetapi, pergantian jenis kelamin ini dikenal 

dalam UU Adminduk sebagai “peristiwa penting lainnya”. 

Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk diatur bahwa pencatatan 

peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas 

permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan 

pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan 

dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk sebagai berikut: 

“Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah 

peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada 

Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”.
61

 

Adapun yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah 

pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang 

melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (Pasal 

1 angka 7 UU Adminduk). Pelaporan perubahan jenis kelamin ini 

merupakan kewajiban teman Anda yang diatur dalam Pasal 3 UU 

Adminduk. 

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan 

memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil.”.
62

 

Sejalan dengan aturan dalam UU, sebagai contoh prosedur 

permohonan penetapan pengadilan soal perubahan jenis kelamin ini juga 

dikatakan dalam artikel Ganti Kelamin Harus Lewat Pengadilan antara 

lain disebutkan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta 
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menegaskan bahwa perubahan status jenis kelamin dalam akta kelahiran 

harus didasarkan pada penetapan pengadilan. Penetapan itu juga harus 

didasarkan pada keterangan para ahli dan tidak bisa sembarangan. 

Sebagai tindak lanjut dari aturan dalam UU Adminduk telah 

diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil (“Perpres 25/2008”). 

Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk 

tentang pencatatan peristiwa penting lainnya, dalam Pasal 97 ayat (2) 

Perpres 25/2008 ini juga disebut bahwa peristiwa penting lainnya yang 

dimaksud antara lain adalah perubahan jenis kelamin. 

Pada dasarnya untuk meminta penetapan, dibutuhkan bukti-bukti 

yang mendukung permohonan penetapan tersebut. Seperti dalam hal 

penetapan akta lahir, yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

i. Foto Kopi Surat Nikah/Surat Keterangan Nikah dari Kepala 

Desa/KUA Kec Sebanyak 1 Lembar. 

ii. Foto Kopi Kartu Keluarga (KK) Sebanyak 1 Lembar; 

iii. Foto Kopi KTP Pemohon Sebanyak 1 Lembar; 

iv. Foto Kopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Dokter 

Sebanyak 1 Lembar. 

Kemudian dilakukan pencatatan pelaporan peristiwa penting 

lainnya oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD 

Instansi Pelaksana setempat (Pasal 97 ayat (1) Perpres 25/2008). 



 

Adapun syarat-syarat yang harus ia penuhi adalah berupa (Pasal 97 

ayat (3) Perpres 25/2008): 

i. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya; 

ii. KTP dan KK yang bersangkutan; dan 

iii. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting 

lainnya.
63

 

Pencatatan peristiwa penting lainnya itu dilakukan dengan tata cara 

(Pasal 97 ayat (4) Perpres 25/2008): 

 Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa 

Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan-persyaratan tersebut 

 Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Pejabat 

Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi 

Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan 

peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam 

register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan 

 Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD 

Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta 

Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

c. Kewarisan Transgender 

Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia ada tiga yaitu Hukum 

Kewarisan Perdata Barat, Hukum Kewarisan Adat, dan Hukum Kewarisan 

                                                             
63

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan 

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 



 

Islam. Hukum Kewarisan Perdata Barat berlaku bagi golongan penduduk 

yang tunduk pada Hukum Perdata Barat. Hukum Kewarisan Adat berlaku 

bagi masyarakat yang tunduk pada Hukum Adat sedangkan Hukum 

Kewarisan Islam berlaku bagi golongan penduduk yang beragama Islam.
64

 

Kewarisan Transgerder adalah kewarisan yang melibatkan seorang 

transgender di dalamnya, yaitu trangender sebagai ahli waris. Pada 

umumnya perbuatan ubah kelamin dilakukan oleh seorang yang bukan 

beragama Islam. Tetapi jika ubah kelamin tersebut dilakukan oleh seorang 

yang beragama Islam, maka akan butuh peninjauan yang lebih dalam agar 

seorang trangender sebagai ahli waris mendapat bagian yang sesuai 

berdasarkan kedudukan dan statusnya. Hal ini karena seorang yang 

melakukan perbuatan ubah kelamin tidak termasuk dalam ahli waris yang 

terhalang atau hak kewarisannya tidak dapat dinyatakan gugur, sesuai 

dengan fatwa MUI tahun 1980 menyatakan, “seorang yang kelaki-lakianya 

lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian juga 

sebaliknya dan hukumnya positif (laki-laki)”.
65

 

Memperhatikan kedudukan hukum pelaku transeksual tetap diakui 

sesuai dengan jenis kelamin semula sebelum operasi kelamin, maka bagi 

transgender pria yang merubah kelaminnya menjadi wanita, dalam 

kewarisan Islam kedudukan hukumnya tetap diakui sebagai ahli waris pria. 

Demikian pula sebaliknya, transgender wanita yang melakukan operasi 

                                                             
64

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan 

Menurut Undang-Undang), ed. 1, cet. 3, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2005), hlm. 2-3  

65
 Ma’ruf Amin dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama‟ Indonesia sejak 1975 

(Jakarta:Erlangga, 2011), hal. 571.  

http://www.suduthukum.com/2016/11/hukum-operasi-kelamin-dalam-islam.html


 

kelamin menjadi pria, dalam kewarisan Islam kedudukan hukumnya tetap 

diakui sebagai ahli waris wanita. 

Demikian pula dinyatakan dalam buku Kajian Fiqh Kontemporer: 

Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya itu tabdil/taghyiril khilqah 

(merubah ciptaan Allah) dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin 

dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya 

tetap, tidak berubah, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris tetap 

berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli pada waktu lahirnya. Karena 

itu, seorang wanita yang melakukan operasi ganti kelamin menjadi pria, 

tidak berhak menuntut bagian warisannya sama dengan bagian pria, sebab 

ia menurut hukum tetap berstatus sebagai wanita.  

Sedangkan bagi pelaku operasi kelamin dalam rangka untuk 

tahsin/takmil, hanya untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis 

kelaminnya saja, maka kedudukan hukumnya dalam kewarisan Islam 

sesuai dengan jenis kelaminnya setelah operasi. Pengakuan kedudukan 

hukum jenis kelamin sesuai dengan hasil operasi kelamin, mengingat 

operasi kelamin yang dilakukan dalam rangka perbaikan atau 

penyempurnaan jenis kelamin. Hal ini juga ditegaskan dalam fatwa MUI 

tahun 1980, diktum nomor 3 menyatakan: “Seorang khuntsa (banci) yang 

kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-

lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-

laki). 

http://www.suduthukum.com/2016/11/hukum-operasi-kelamin-dalam-islam.html


 

 Hak kewarisan yang didapat karena adanya hubungan kekerabatan 

dan lahir dari perkawinan yang sah dimata hukum Islam. Dan 

pembagiannya sesuai dengan kedudukannya sebagai laki-laki atau 

perempuan.
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BAB III 

PERSEPSI DOSEN FAKULTAS SYARI’AH TERHADAP  

KEWARISAN TRANSGENDER 

 

A. Gambaran Umum Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Bandar 

Lampung  

 

a. Sejarah Berdirinya 

Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung merupakan salah 

satu dari lima Fakultas di lingkungan UIN Raden Intan Lampung. 
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Keberadaan Fakultas ini mempunyai sejarah yang amat panjang sejak 

didirikan pada tahun 1968-hingga saat ini. 

Sejarah berdirinya Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 

yang semulanya Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung tidak 

terlepas dari sejarah berdirinya UIN Raden Intan Lampung, yaitu melalui 

musyawarah Alim Ulama Daerah Lampung di Metro sebagai ibukota 

Lampung Tengah ketika itu, dalam rangka membentuk Yayasan 

Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) pada tahun 1963, yang 

membidangi berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Sehingga 

pada tahun itulah (1963) berdirinya PTAI dengan membuka 2 (dua) 

Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari’ah di Lampung di 

bawah binaan dan santunan YKIL dengan lokasi perkantoran dan 

perkuliahan ditempatkan di aula Fakultas Hukum Unsri Jalan Hasanuddin 

No. 1 Teluk Betung. Setelah berjalan beberapa bulan perkuliahan kedua 

Fakultas tersebut dialihkan ke Masjid Jami’ Lungsir Teluk Betung, yang 

sekarang bernama masjid Jami’ Al-Furqon. 

Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan dinegerikan bersamaan dengan 

peresmian UIN Raden Intan Tanjungkarang dengan Surat Keputusan (SK) 

Mentri Agama RI Nomor 187 Tahun 1968 tanggal 28 Oktober 1968 pada 

masa kepemimpinan  Rektor pertama Mukhtar Hasan, S.H yang berlokasi 

di jalan Raden Fattah Kaliawi Tanjungkarang. 
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Pada saat perubahan menjadi Perguruan Tinggi Negeri, Fakultas 

Syari’ah UIN Raden Intan  yang berdasarkan SK Mentri Agama RI  No. 

187 tahun 1968 mempunyai dua jurusan, yaitu Jurusan Peradilan Agama 

(PA) dan Jurusan Perdata Pidana Islam (PPI), yang mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu Syari’an dan Hukum 

(Hukum Islam dan Hukum Positif).
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Dengan dikeluarkannya SK Mentri Agama No. 187 tahun 1968, 

maka fakultas Syari’ah menjadi resmi sebagai salah satu Fakultas di 

lingkungan UIN Raden Intan Lampung hingga saat ini, dengan 

kepemimpinan dari periode awal sampe dengan sekarang sebagai berikut :  

Periode Pertama, tahun 1968 - tahun 1972 : 

 Dekan    : Drs. Ibrahim Bandung 

 Wakil Dekan I  : Kamaliddim Kurip, S.H 

 Wakil Dekan II : Drs. Alimudin Alwi 

 Sekertaris    : Drs. Alimudin Alwi 

Periode Kedua, tahun 1973 – tahun 1978 

 Dekan   : Drs. Alimuddin Alwi 

 Wakil Dekan  : Syekh H. Sufri Muslim, LMI, 

 Sekertaris  : H. Abdullah Umar 

Periode Ketiga, tahun 1978 – tahun 1983 

 Dekan   : Drs. A. Barry Mursyid 

 Wakil Dekan I  : Drs. Muchtar Aziz 

 Wakil Dekan II : Drs. M. Thamrin 

Periode Keempat, tahun 1983 – tahun 1987 
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 Dekan   : Drs. M. Thamrin 

 Wakil Dekan I  : Drs. Ismail Zakaria 

 Wakil Dekan II : Zubairi Hasani, SH. 

 Wakil Dekan III : Drs. Wagiman HS. 

 Sekertaris  : Drs. M. Hoed Abd. Manaf  

Periode Kelima, tahun 1987 – tahun 1991 

 Dekan   : Drs. Ismail Zakaria 

 Pembantu dekan I : M. Djuani Zubair, SH. 

 Pembantu Dekan II : Zubairi Hasani, SH. 

 Pembantu dekan III : Drs. A. Barry Mursyid 

 Sekertaris  : Firyal Basri, SH. 

Periode Keenam, tahun 1991 – tahun 1995 

 Dekan   : Drs. H. Muslim Mahya 

 Pembantu Dekan I : Drs. Alimuddin Alwi 

 Pembantu Dekan II : Drs. M. Thamrin 

 Pembantu Dekan III : Drs. Suharto, S.H., M.A 

 Kabag. Tata Usaha : Drs. Marzatin Ibrahim 

Periode Ketujuh, tahun 1995 – tahun 1998 

 Dekan    : Drs. H. Suharto, SH., MA. 

 Pembantu Dekan I  : Drs. M. Thamrin 

 Pembantu Dekan II : Drs. Alimuddin Alwi 

 Pembantu Dekan III : Drs.  A. Barry Mursyid 

 Kabag. Tata Usaha : Dra. Latifah Hanoum 

Periode Kedelapan, tahun 1998 – tahun 2002 

 Dekan    : Drs. H. A. Barry Mursyid 

 Pembantu Dekan I : Drs. Moh. Mukri, M.Ag. 

 Pembantu Dekan II : Drs. Badruzzaman Siddik, SH. 

 Pembantu Dekan III : Dra. Dewani Romli, M.Ag. 

 Kabag. Tata Usaha : Drs. Tasman Mustofa 

Periode Kesembilan, tahun 2002 – tahun 2006 

 Dekan   : Drs. H. Muhammad Ichwan, MA. 

 Pembantu Dekan I : Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag. 

 Pembantu Dekan II : Drs. Mundzir HZ, M.Ag. 

 Pembantu Dekan III : Drs. Arbain Bacok, M.Ag. 

 Kabag. Tata Usaha : Drs. M. Syukri 



 

Periode Kesepuluh, tahun 2006 – tahun 2011 

 Dekan   : Drs. H. Faisal, SH., MH. 

 Pembantu Dekan I : Drs. Maimun, SH., MA. 

 Pembantu Dekan II : Dra. Dewani Romli, M.Ag. 

 Pembantu Dekan III : Drs. Abu Sofyan, M.Ag. 

 Kabag;. Tata Usaha : Drs. AbbasYahya 

Periode Kesebelas, tahun 2011 – tahun 2015 

 Dekan   : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A. 

 Pembantu Dekan I : Drs. Irwantoni, M.Hum. 

 Pembantu Dekan II : Drs.Said Jamhari, M.Kom.I 

 Pembantu Dekan III : H. Supaijo, S.H., M.H. 

 Kabag;. Tata Usaha : Dra. Farida  

Periode Keduabelas, tahun 2015 – tahun 2019 

 Dekan    : Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag. 

 Pembantu Dekan I : Dr. Khairuddin Tahmid, M.H, 

 Pembantu Dekan II : Drs. Hariyanto H, M.H, 

 Pembantu Dekan III : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H, 

 Kabag Tata Usaha : Dra. Hj. Siti Maimunah, M.E.I.
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b. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syari’ah  UIN Raden Intan Lampung 

Visi : Fakultas Syari’ah yang unggul dan kompetitif dalam pendidikan, 

pengkajian, dan pengembangan Hukum Islam dan Ilmu hukum 

secara integratif-interdisipliner, berwawasan ke Islaman, 

kemanusisan dan ke Indonesiaan, dikawasan regional, nasional 

dan internasional (2016-2030). ; 

Misi : Melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat, dan kerjasama yang relevan dan simbiotif dengan 

berbagai lembaga dalam dan luar negeri; 

Tujuan : Menghasilkan sarjana yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak 

mulia, yang menguasai Hukum Islam dan Ilmu Hukum terkait 
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secara integral sehingga siap bekerja secara profesional 

diberbagai instansi hukum dan lembaga-lembaga yang 

membutuhkan keahlian hukum ;
69

 

c. Jurusan/Program Studi 

Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Pada saat ini memiliki 3 

jurusan/program studi sebagai berikut; 

1. Jurusan (Prodi) Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) 

Jurusan (Prodi) ini bertujuan untuk menyiapkan sarjana muslim 

yang mempunyai keahlian dibidang Hukum Kekeluargaan dalam 

Islam (perkawinan, waris, wakaf, hibah, wasiat, dan lain-lain). 

Mampu mengkaji mendalami dan meneliti problematika hukum 

kekeluargaan serta mampu mengembangkan teori dan konsep hukum  

kekeluargaan dalam Islam sehingga diharapkan  dapat diaplikasikan 

dan disebarluaskan dalam masyarakat. Jurusan ini telah 

diterakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN PT) Depdiknas dengan nilai akreditasi B;
70

 

2. Jurusan (Prodi) Jinayah Siyasah (Pidana dan Tata Negara dalam 

Islam) 

Jurusan Jinayah Siyasah (JS)  ini bertujuan menyiapkan sarjana 

muslim yang mengetahui dan menguasai Hukum Pidana Islam, Tata 

Negara, Politik dan Pemerintahan dalam Islam, sehingga memiliki 

keterampilan dalam memberikan pendapat atau fatwa dalam Hukum 

Pidana Islam serta mempunyai kompetensi tentang konstalasi dan 
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pengembangan  Ilmu Tata Negara dan Pemerintahan dalam Islam 

serta pengaplikasiannya. Jurusan ini telah terakreditasi oleh BAN PT 

Depdiknas dengan nilai akreditasi B;
71

 

3. Jurusan Muamalah (Hukum Perikatan dan Bisnis Islam) 

Jurusan ini bertujuan menyiapkan sarjana muslim yang 

mempunyai keahlian dalam bidang Muamalah, dengan kajian utama 

Hukum Perikatan  dan Bisnis Syari’ah serta menyiapkan mahasiswa 

untuk memiliki pengetahuan tentang kaidah-kaidah muamalah 

kebendaan, hak milik dan sosial budaya, memiliki keterampilan 

dalam menejemen perusahaan, asuransi dan lembaga keuangan Islam 

lainnya. Jurusan ini telah terakreditasi oleh BAN PT Depdiknas 

dengan nilai akreditasi A.
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d. Pola Pengembangan Keilmuan 

Bagi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan sabagai bagian dari UIN 

Raden Intan Lampung mempunyai tugas pokok pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kajian  

utama bidang hukum baikhukum Islam maupun hukum Positif dengan 

pola pengembangan nya diserahkan kepada masing-masing  

jurusan/prodi dilingkungan Fakultas Syari’ah dengan mekanisme melalui 
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kegiatan ilmiah, seperti diskusi, seminar, workshop, dan kegiatan ilmiah 

lainnya. 

Pola pengembangan keilmuan ini pada dasarnya disesuaikan  dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat 

Indonesia umumnya dan masyarakat lokal pada khususnya sekaligus 

dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja bagi alumni sehingga 

autput yang dihasilkan Fakultas Syari’ah dapat terserap dalam lapangan 

kerja yang ada. Oleh karena itu pola pengembangan keimuan di Fakultas 

Syari’ah melibatkan akademisi dan praktisi serta stakeholder. 

Inti pola pengembangan keilmuan ini adalah tetap menyakini bahwa 

Syari’at Islam merupakan sesuatu yang abadi dan karenanya mutlak perlu 

dipertahankan’. Namun dalam realisasinya tetap harus memperhatikan 

siituasi  dan kondisi khusus Indonesia yang hal itu dimungkinkan oleh 

Hukum Islam sendiri.
73

 

 

e. Susunan Organisasi 

Keterangan :  

1. Dekan    : Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag. 

2. Pembantu Dekan I : Dr. Khairuddin Tahmid, M.H, 

3. Pembantu Dekan II : Drs. Hariyanto H, M.H, 

4. Pembantu Dekan III : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H, 

5. Kabag Tata Usaha : Dra. Farida  
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6. Ketua Jurusan  : 

a. Ketua jurusan AS : Marwin, S.H., M.H. 

b. Ketua jurusan JS : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I. 

c. Ketua jurusan MU : H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag.,MH.
74

 

f. Derajat dan Gelar Pendidikan 

Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 

1. Ahwal Al-Syaksiyah   : Sarjana Hukum (SH) 

2. Jinayah Siyasah   : Sarjana Hukum (SH) 

3. Muamalah    : Sarjana Hukum (SH) 

g. Fasilitas Pendidikan 

Ruang kuliah, Kantor, Ruang Dekan, Ruang Kepala Bagian TU, Ruang 

Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan, Ruang Kasubbag Umum dan 

lain-lain.
75

 

 

h. Tenaga Pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum 
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1. Prof. Dr. H. M. Damrah 

Khair, M.A. 

2. Prof. Dr. H. Suharto, S.H., 

M.A. 

3. Prof. Dr. H. Moh Mukri, 

M.Ag 

4. Prof. Dr. H. Faisal., SH., 

MH 

5. Dr. Alamsyah, M.Ag 

6. Dr. H. Khairuddin, M.H. 

7. Drs. H. Haryanto H., M.H. 

8. Drs. H. Chaidir Nasution, 

M.H. 

9. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., 

M.Hum. 

10. Dr. H. Bunyana Sholihin, 

M.Ag. 

11. Dr. Hj. Zuhraini, S.H., 

M.H. 

12. Dr. H. Muhammad Zaki, 

M.Ag. 

13. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., 

M.A. 

14. Dr. Jayusman, M.Ag. 

15. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. 

M.Ag. 

16. Dr. H. M. Wagianto, S.H., 

M.H. 

17. Dr. Dewani Romli, M.Ag. 

18. Drs. H. Khoirul Abror, 

M.H. 

19. Drs. Maimun, S.H., M.A. 

20. Drs. H. Mohammad Rusfi, 

M.Ag. 

21. Drs. H. Muhammad 

Ichwan, M.A. 

22. Drs. H. Mundzir HZ, 

M.Ag. 

23. Dra. Efa Rodiah Nur, M.H. 

24. Dra. Firdaweri, M.H.I. 

25. Drs. H. M. Said Jamhari, 

M.Kom.I. 

26. Drs. H. Ahmad Jalaluddin, 

S.H., M.M. 

27. Drs. Susiadi AS., M. Sos.I. 

28. Drs. H. Irwantoni, M.Hum. 

29. Drs. Iskandar Syukur, M.A. 

30. Nurnazli, S.H., S.Ag., 

M.Ag. 

31. H. A.Kumedi Ja’far, S.Ag. 

MH. 

32. Drs. Henry Iwansyah, M.A. 

33. Drs. Zikri, M.Kom.I 

34. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., 

M.H. 

35. Rohmat, S.Ag., M.HI. 

36. Agustina Nurhayati, S.Ag. 

M.H. 

37. Yufi Wiyos Rini 

Masykuroh, M.Si. 

38. Liky Faizal, S.Sos., M.H. 

39. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. 

40. Syahrudin, S.Ag. M.H.I 

41. Sucipto, S.Ag. M.Ag. 

42. Relit Nur Edi, S.Ag., 

M.Kom.I 

43. Marwin, S.H., M.H. 

44. Muhammad Yasir Fauzi, 

S.Ag., M.H. 

45. H. M. Saiful Latif, S.Ag 

46. Badruzzaman, S.Ag. M.Ag 

47. Ahmad Ngisomudin, S.Ag., 

M.Ag. 

48. Frenki, M.Si. 

49. Khoiruddin, M.S.I. 

50. Gandhi Liyorba Indra, 

M.Ag. 

51. Abdul Qodir Zaelani, 

M.H.I. 

52. Hendriyadi,S.H.I., M.H.I. 

53. Rudi Santoso, S.H.I., 



 

M.H.I., MH 

54. Darmayani, S.H.I.,M.Sy. 

55. Herlina Kurniati,S.H.I., 

M.E.I. 

56. Syeh Syarif 

Hidayatullah,M.H.I. 

57. Muhammad Irfan., M.H.I. 

58. Muslim,S.H.I.,M.H.I. 

59. Fathul Mu’in,S.H.I.,M.H.I. 

60. Ahmad 

Sukandi,S.H.I.,M.H.I. 

61. Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. 

62. Hervin Yonki P, M.H.I 

63. Gatot Bintoro, M.E.Sy 

64. Kartika S, M.Pd 

65. Dr. H. Yusika Imanto, Lc 
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B. Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung dalam 

Kewarisan Transgender  

Beberapa tanggapan dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 

yang mempunyai spesifikasi dalam bidang ilmu Hukum Kewarisan yaitu 

dosen-dosen yang mengajar dalam bidang ilmu waris yaitu Prof. Dr. H. M 

Dhamrah Khair, MA, Dra. Firdaweri, M.H.I, Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., 

M.A. dan dosen yang menjabat sebagai Ketua Umum MUI Lampung yaitu 

DR. Khairuddin, M.H. serta dosen umum yang mengajar dalam bidang 

Hukum Acara Peradilan yaitu Linda Firdawati, S.Ag., M.H. 

Menurut Prof. Dr. H. M Dhamrah Khair, MA penting diketahui alasan 

dari Transgender perubahan fisik dari laki-laki ke perempuan ataupun dari 

perempuan ke laki-laki. Penekanannya bukan pada boleh atau tidaknya 

perubahan fisik tersebut, tetapi yang mana lebih dominan antara fisik dan 

psikis atau badan dan jiwa. Menurut beliau yang menentukan setiap manusia 

adalah jiwa. Jiwa yang dimaksud adalah nafs (roh), yang terbagi menjadi tiga 

tingkatan yaitu: pertama, manusia cenderung untuk hanya memenuhi naluri 

rendahnya yang disebut juga dengan jiwa hayanawiyah/kebinatangan (naf 

amarah) bendasarkan surat Yusuf (12) ayat 53. 

ۚٓ إنَِّ رَبِّ  ٓ وءِٓ إلََِّّ نَا رحَِمَ رَبِّ ُۢ بٱِلسُّ ارَةُ نَّ
َ
ۚٓ إنَِّ ٱلنَّفۡسَ لََ برَّئُِ نَفۡسِٓ

ُ
۞وَنَآ أ

  ٥٣غَفُورٞ رَّحِيمٞ 
Artinya: “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena 

sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali 

nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku 

Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang”. 
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 Tingkatan yang kedua, manusia sudah mulai untuk menyadari kesalahan 

dan dosanya, ketika telah berkenalan dengan petunjuk Ilahi, di sini telah 

terjadi apa yang disebut kebangkitan rohani dalam diri manusia. Pada saat 

manusia telah memasuki jiwa kemanusiaan, disebut dengan jiwa kemanusiaan 

(nafs lawwāmah) berdasarkan pada surat al-Qayimah (75) ayat 2.  

انَةِ  قۡسِمُ بٱِلنَّفۡسِ ٱللَّوَّ
ُ
  ٢ وَلََّٓ أ

Artinya: “Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya 

sendiri)”. 

Terakhir tingkatan ketiga adalah jiwa ketuhanan yang telah masuk 

dalam kepribadiaan manusia, disebut dengan jiwa ketuhanan (nafs 

muthmainnah) hal ini berdasarkan pada surat al Fajr (89) ayat 27-30. 

تُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلهُۡطۡهَئنَِّةُ  يَّ
َ
أ رۡضِيَّةٗ ٢٧يََٰٓ  ٢٨  ٱرجِۡعِِٓ إلََِٰ رَبّكِِ رَاضِيَةٗ نَّ

  ٪٢  وَٱدۡخُلِِ جَنَّتِِ ٢٩فَٱدۡخُلِِ فِِ عِبَدِٰي 
Artinya: “Hai jiwa yang tenang, Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati 

yang puas lagi diridhai-Nya, Maka masuklah ke dalam jama´ah 

hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam surga-Ku”. 

Prof. Dr. H. M Dhamrah Khair, MA mengatakan, Tingkatan-tingkatan 

jiwa ini dipahami sebagai keadaan-keadaan, aspek-aspek, watak-watak, atau 

kecenderungan pribadi manusia yang bersifat psikis dan tidak dipahami 

sebagai sebuah subtansi terpisah. Karena jiwa yang lebih dominan maka 

Transgender boleh dilakukan, tetapi jika dilakukan hanya keinginan 

seseorang saja maka hal itu tidak perlu dilakukan. 

Dalam hal waris, transgender tetap mendapatkan haknya sebagai ahli 

waris. Hal ini berdasarkan hubungan nasab dari orang tuanya. Bagian 

warisnya pun berdasarkan dari jiwanya, yaitu jika jiwanya adalah laki-laki 
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maka ia mendapat bagian lai-laki, jika jiwanya perempuan maka ia mendapat 

bagian perempuan.  Pada dasarnya yang berhak menguasai materi itu adalah 

jiwa.
76

 

Menurut Dra. Firdaweri, M.H.I, transgender untuk di Indonesia hanya 

ada perubahan dari laki-laki ke perempuan dan untuk sebaiknya perubahan 

dari perempuan ke laki-laki belum ada. Merubah ciptaan Allah adalah 

perbuatan yang dilarang, dan transgender adalah perubahan jenis kelamin 

atau merubah jenis kelamin yang dilakukan oleh manusia melalui operasi. 

Dengan demikian transgender adalah perbuatan yang dilarang dalam arti 

haram, karena merubah ciptaan Allah. Keadaan transgender berbeda dengan 

keadaan khuntsā (kelainan kelamin/banci) yang diperbolehkan untuk 

menyempurnakan kelaminnya, hal itu dilakukan karena dalam keadaan 

darurat dan transgender bukan merupakan keadaan darurat. Hal ini mengingat 

keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah 

Nasional Ke-2 tahun 1980 tentang operasi pergantian kelamin.  

Transgender tetap memiliki hak dalam waris, hal itu didapat dari 

nasabnya. Waris dapat dilakukan karena menimbang bahwa transgender 

adalah seorang anak. Sedangkan untuk bagiannya sendiri dikembalikan 

kepada hukum awal sebelum transgender dilakukan. Jika ia adalah seorang 

laki-laki berubah menjadi perempuan maka hak warisnya adalah hak bagian 

laki-laki sedangkan jika ia seorang perempuan berubah menjadi laki –laki 

maka hak warisnya adalah hak bagian perempuan.
77
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Menurut Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. pada dasarnya merubah 

kelamin itu jika memang tidak dalam keadaan darurat itu tidak boleh, 

sementara dalam keadaan darurat di perbolehkan. Dalam kaidah hukum 

“keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”. 

Pernah terjadi ada seorang bayi ketika lahir memiliki kelamin dua 

(ganda) kemudian dirubah jenis kelaminnya untuk menentukan apakah itu 

laki-laki atau perempuan melalui operasi, hal seperti itu boleh. Tetapi apabila 

ia kecil memang laki-laki sampai besar kemudian karena pergaulan ia 

berperilaku seperti perempuan dan akhirnya berubah menjadi perempuan 

maka akan menjadi suatu permasalahan, karena hal itu didasarkan pada  

keinginan bukan karena ada suatu hal, maka tidak diperbolehkan.  

Kemudian apabila seorang seorang itu terlahir tidak memiliki kelamin 

lalu melakukan operasi untuk menentukan jenis kelaminnya itu boleh 

dilakukan karena itu terkait dengan keluarnya air seni dan lainya. Jadi jika 

keadaan darurat tidak ada cara lain maka itu boleh dilakukan. 

Trangender kalau memang dilakukan pada saat dia masih kecil untuk 

menentukan laki-laki atau perempuan maka itulah posisinya. Lain ketika ia 

masih kecil memang jelas terlahir sebagai laki-laki kemudian karena sudah 

dewasa ingin berubah menjadi perempuan maka ia adalah laki-laki itu artinya 

ketrangenderannya tidak berlaku. Dengan demikian, hak warisnya pun 

dilakukan berdasarkan kebolehan perubahan kelamin itu. Apabila ubah 

kelamin dilakukan dalam keadaan darurat maka hak warisnya didapat 

berdasarkan perubahan kelamin. Tetapi jika perubahan kelamin itu dilakukan 
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tidak dalam keadaan darurat maka hak warisnya kembali ke hukum awal, 

laki-laki atau perempuan. 
78

 

Menurut Dr. Khairuddin, M.H. sebagai dosen dan Ketua Umum MUI 

Lampung, transgender tidak boleh dilakukan karena merubah kodrat Allah. 

Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan Perbuatan transgender itu tidak 

bisa berlaku, itu disebabkan karena ketidakbolehan perbuatan tersebut. 

Sedangkan mengenai kewarisan transgender sendiri kembali ke hukum awal, 

hal itu karena perbuatan ubah kelamin tidak boleh dilakukan.  

Kewarisan yang didapat berdasarkan keadaan sebelum perubahan 

kelamin  yaitu kembali ke hukum awal sebagai laki-laki atau sebagai 

perempuan. Untuk bagiannya sendiri dilihat dari ia adalah sebagai ahli waris 

zāwul farāid, ashābah atau zāwul arhām.
79

 

Menurut Linda Firdawati, S.Ag., M.H., dosen umum dalam mata kuliah 

Hukum Acara Peradilan Agama transgender sah apabila dibutuhkan untuk 

tujuan kesempurnaan hidup, untuk melengkapi ketidaksempurnaan organ 

tubuh, misalnya kelamin bagian dalam dengan kelamin bagian luar dengan 

lebih condong ke bagian luar maka disempurnakan ke kelamin bagian luar 

atau sebaliknya. Jika dia laki-laki tetapi dia perempuan (perawakan) dan 

kecenderungan organ tubuhnya mengarah pada laki-laki. Sedangkan jika 

trangender dilakukan untuk mencari sesuatu yang kurang baik maka 

hukumnya tidak sah. Sebagai mahluk ciptaan Allah, manusia sebagai mahluk 

sempuran jadi jika seorang melakukan transgender itu dilakukan untuk 

menyamakan dengan manusian lain, bisa disesuaikan dengan kondisi yang 
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ada atau melalui operasi. Apabila dilakukan dengan tujuan untuk yang kurang 

baik maka itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini merujuk pada 

keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah 

Nasional Ke-2 tahun 1980 tentang operasi pergantian kelamin. 

Setiap orang atau seorang anak berhak mendapat waris dari orang 

tuanya. Jika ia seorang istri atau suami ia berhak mendapat waris dari 

pasangannya, jika ia seorang orang tua maka ia berhak mendapat waris dari 

anaknya. Jadi tidak ada masalah untuk ia mendapatkan hak waris. Untuk 

bagiannya sendiri dilihat dari kecenderungan fisik bahwa ia laki-laki atau 

perempuan, apabila bila fisik (organ reproduksi) lebih kearah laki-laki maka 

ia mendapat waris laki-laki dan apabila kecenderungan fisiknya perempuan 

maka hak waris perempuan.
80

       

Kesimpulan yang didapat berdasarkan dari hasil wawancara kelima 

dosen diatas adalah, ubah kelamin hanya boleh dilakukan dalam keadaan 

darurat yaitu dengan tujuan penyempurnaan kelamin. Mengenai waris, 

mengikuti dari perubahan tersebut. Kemudian ubah kelamin tidak boleh  

dilakukan apabila tidak dengan tujuan penyempurnaan yaitu dalam keadaan 

laki-laki normal. 
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BAB IV 

ANALISIS 

A. Analisis Pandangan Dosen Tentang Transgender dan Kewarisannya 

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari Fakultas Syariah 

UIN Raden Intan Lampung seperti yang telah dipaparkan pada BAB III dan 

merujuk pada BAB II sebagai landasan teori, Trangender merupakan suatu 

perbuatan yang diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat, kemudian 

apabila dilakukan dalam keadaan tidak darurat maka tidak  boleh dilakukan 

dan memiliki hukum haram.  

Beberapa dosen (Prof. Dhamrah Khair, M.A., Dra. Firdaweri, M.H.I., 

dan Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A., ) menyetujui tentang adanya 

Transgender dengan 3 (tiga) alasan yang berbeda. 

Menurut  Prof. Dhamrah Khair, M.A. apabila dalam rangka 

menyempurnakan jiwa dan fisik, Transgender boleh di lakukan. Mengingat 

bahwa yang paling dominan dalam diri manusia adalah jiwa bukan fisik. Hal 
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itu dilihat dari penguasaan atas materi adalah jiwa hal ini berdasarkan pada 

surat al Fajr (89) ayat 27-30 “Hai jiwa yang tenang, Kembalilah kepada 

Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya, Maka masuklah ke dalam 

jama´ah hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam surga-Ku”, dengan tujuan 

untuk menyempurnakan kelaminnya yaitu ubah kelamin dilakukan dalam 

keadaan darurat. Tetapi apabila tidak dengan tujuan untuk menyempurnakan 

kelaminnya maka transgender (ubah kelamin) tidak boleh dilakukan dan 

haram hukumnya.  

Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A. mengatakan, Apabila merubah 

ciptaan Allah itu membawa maslahah yang besar dan menghindari mafsadah 

dan kemudlaratan (al-dhararu yuzalu) dan kaidah hukum “keadaan darurat 

membolehkan sesuatu yang dilarang”, maka sangat dianjurkan. Berdasarkan 

hal tersebut, maka operasi kelamin yang dilakukan dalam rangka 

menyempurnakan alat kelamin, baik bagi yang memiliki alat kelamin ganda 

atau alat kelamin yang tidak sempurna, maka hukumnya dalam Islam boleh 

bahkan dianjurkan. Hal ini sangat beralasan, karena operasi kelamin yang 

dilakukan merupakan upaya untuk memperjelas identias kelamin bagi yang 

memiliki alat kelamin ganda dengan mematikan/menghilangkan alat kelamin 

yang tidak wajar/tidak seharusnya ada sesuai dengan kecenderungan yang 

lebih kuat, yaitu didasarkan kesesuaian alat kelamin dengan organ tumbuh di 

dalam. 

Linda Firdawari, S.Ag., M.H. berpendapat bawah operasi kelamin boleh 

dilakukan dalam rangka penyempurnaan kelamin yaitu dalam keadaan yang 

darurat. Hal ini merujuk pada keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia 



 

x 
 

(MUI) dalam Musyawarah Nasional Ke-2 tahun 1980 tentang 

penyempurnaan atau pergantian kelamin. 

Namun Linda Firdawari, S.Ag., M.H. dan Dr. Khairuddin, M.H. yang 

tidak menyetujui, lantaran ubah kelamin dianggap merubah kodrat manusia 

sebagai mahluk ciptaan Allah.  Ketidakbolehan atau haram hukumnya 

melakukan Transgender (operasi kelamin) ditegaskan dalam al-Quran surat 

an-Nisa’ ayat 119 dan bertentangan pula dengan jiwa syara’”.  

Mengenai kewarisan, Menurut  Prof. Dhamrah Khair, M.A. 

Transgender tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Hal ini 

berdasarkan hubungan nasab dari orang tuanya. Bagian warisnya pun 

berdasarkan dari jiwanya, yaitu jika jiwanya adalah laki-laki maka ia 

mendapat bagian lai-laki, jika jiwanya perempuan maka ia mendapat bagian 

perempuan.  Pada dasarnya yang berhak menguasai materi itu adalah jiwa.   

Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A. hak waris dapat dilakukan 

berdasarkan kebolehan perubahan kelamin itu. Apabila ubah kelamin 

dilakukan dalam keadaan darurat maka hak warisnya didapat berdasarkan 

perubahan kelamin. Tetapi jika perubahan kelamin itu dilakukan tidak dalam 

keadaan darurat maka hak warisnya kembali ke hukum awal, laki-laki atau 

perempuan. 

Linda Firdawari, S.Ag., M.H. Seorang Transgender tetap menerima hak 

sebagai ahli waris atau hak sebagai pewaris, karena pada dasarnya waris 

disebabkan karena hubungan nasab, baik ia sebagai anak ataupun orang tua. 

Tetapi perlu melihat keberlakuan perubahan kelamin menurut hukum. 

Apabila alasan melakukan operasi kelamin dalam keadaan kelamin normal 
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maka hasil operasi tidak diakui, itu artinya kedudukan hukum tidak berubah 

yaitu kelamin yang diakui adalah kelamin semula, hak warisnya pun sama 

seperti kelamin semula. Apabila operasi kelamin dilakukan dengan alasan 

penyempurnaan kelamin atau untuk menyempurnaan kelamin maka operasi 

yang dilakukan diakui dan gendernya pun berubah menjadi gender setelah 

operasi. Dengan demikian kedudukan hukumnya berubah yang berarti hal 

mengenai hak warisnya juga berubah. 

Sedangkan menurut Linda Firdawari, S.Ag., M.H. dan Dr. Khairuddin, 

M.H. kewarisan Transgender tidak ada, di karenakan Transgender tidak dapat 

dilakukan.   

Pada dasarnya alasan-alasan para dosen tersebut di atas berlandasan 

hukum Islam. Menurut penulis, transgender boleh dilakukan apabila dalam 

keadaan darurat yaitu dalam upaya penyempurnaan kelamin laki-laik atau 

perempuan. Hal ini mengingat bahwa kejelasan kelamin seseorang sangat 

penting dalam kehidupan, seperti dalam menyolatkan jenazah (laki-laki atau 

perempuan). Kemudian untuk pembagian harta waris, agar harta waris dapat 

dibagi dengan baik dengan sesuai dengan hukum Islam tentu harus ada 

kejelasan bagian laki-laki untuk laki-laki dan bagian perempuan untuk 

perempuan. Dengan demikian maka trangender merupakan suatu perbuatan 

yang diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat yaitu dengan tujuan 

penyempurnaan kelamin, kemudian apabila dilakukan dalam keadaan tidak 

darurat maka tidak  boleh dilakukan dan memiliki hukum haram.  
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Dosen Tentang 

Transgender dan Kewarisannya 

Pandangan dosen mengenai jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang 

adalah merupakan kodrat (ketentuan) Allah, apabila dalam keadaan darurat 

maka melakukan operasi kelamin adalah suatu kebolehan dengan tujuan 

untuk menghilangkan suatu kemudharatan pada kelamin tersebut. Hal ini 

sesuai dengan hukum Islam tidak diperbolehkan melakukan operasi 

perubahan kelamin apa bila diakukan tidak dalam keadaan yang darurat.  

Pertama, pandangan dosen yang menyetujui operasi kelamin (Prof. 

Dhamrah Khair, M.A., Dra. Firdaweri, M.H.I., Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., 

M.A., dan Linda Firdawari, S.Ag., M.H.) menyetujui tentang adanya 

Transgender dengan 3 (tiga) alasan yang berbeda, pada dasarnya memiliki 

motif yang sama yaitu operasi kelamin hanya boleh dilakukan hanya dalam 

keadaan darurat.  Dalam hukum Islam juga dijelaskan tentang hal yang 

dianggap keadaan darurat. Adapun penjelasan kebolehan operasi kelamin 

dalam keadaan darurat: 

Merubah ciptaan Allah untuk membawa maslahah yang besar dan 

menghindari mafsadah dan kemudlaratan (al-dhararu yuzalu), maka sangat 

dianjurkan. Berdasarkan hal tersebut, maka operasi kelamin yang dilakukan 

dalam rangka menyempurnakan alat kelamin, baik bagi yang memiliki alat 

kelamin ganda atau alat kelamin yang tidak sempurna, maka hukumnya 

dalam Islam boleh bahkan dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis yang 

diriwayatkan Ahmad “Berobatlah hai hamba-hamba Allah, karena 

sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula 



 

xiii 
 

obatnya, kecuali satu penyakit ialah penyakit tua”, karena operasi kelamin 

yang dilakukan merupakan upaya untuk memperjelas identias kelamin bagi 

yang memiliki alat kelamin ganda dengan mematikan/menghilangkan alat 

kelamin yang tidak wajar/tidak seharusnya ada sesuai dengan 

kecenderungan yang lebih kuat, yaitu didasarkan kesesuaian alat kelamin 

dengan organ tumbuh di dalam. Demikian juga sebagai upaya 

menyempurnakan terhadap alat kelamin yang tidak sempurna. Operasi 

kelamin yang demikian merupakan upaya untuk penyempurnaan/perbaikan 

terhadap alat kelamin yang ada. Mengenai orang yang lahir tidak normal 

organ kelaminnya, hukum melakukan operasi kelaminnya tergantung organ 

kelamin luar dan dalam, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Apabila seseorang memiliki organ kelamin dua/ganda, penis dan vagina, 

maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan 

operasi mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ 

kelamin yang lain yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. 

Misalnya seseorang yang memiliki dua alat kelamin yang berlawanan, 

yaitu penis dan vagina, dan disamping itu juga memiliki rahim dan 

ovarium yang merupakan ciri khas untuk jenis kelamin wanita, maka ia 

dibolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan operasi mengangkat 

penisnya demi mempertegas identitas jenis kelamin kewanitaannya. 

2. Apabila seseorang yang memiliki organ kelamin yang kurang sempurna 

bentuknya, misalnya vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai 

rahim dan ovarium, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan oleh agama 

untuk operasi memberi lubang pada vaginanya. Demikian pula kalau 
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seseorang memiliki penis dan testis, tatapi lubang penisnya tidak berada 

diujung penisnya (glas penis) tetapi dibagian bawah penisnya, maka ia 

pun baleh bahkan dianjurkan operasi untuk dibuatkan lubangnya yang 

normal.   

Kedudukan hukum pelaku Trangender sangat ditentukan oleh hukum 

operasi kelamin. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa hukum Trangender 

bagi operasi alat kelamin yang jelas dan normal dalam Islam adalah haram, 

maka hasil Trangender (operasi kelamin) tidak diakui. Pelaku Transgender 

wanita merubah kelamin menjadi pria, dalam Islam kedudukan hukum 

sebagai pria tidak diakui. Dalam hal ini yang bersangkutan tetap diakui 

sesuai dengan kelamin sebelum melakukan ubah kelamin. Demikian pula 

sebaliknya pria yang melakukan transeksual menjadi wanita, kedudukan 

hukumnya tetap diakui sebagai pria. 

Kedudukan hukum pelaku transgender sebagaimana dinyatakan 

dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, keputusan 

nomor 2, “Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis 

kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah”. Demikian 

pula dinyatakan dalam buku Kajian Fiqh Kontemporer: Apabila sifat dan 

tujuan operasi kelaminnya itu tabdil/taghyiril khilqah (merubah ciptaan 

Allah) dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin dari pria menjadi 

wanita atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap, tidak berubah, 

sehingga kedudukannya sebagai ahli waris tetap berstatus dengan jenis 

kelaminnya yang asli pada waktu lahirnya. Karena itu, seorang wanita yang 

melakukan operasi ganti kelamin menjadi pria, tidak berhak menuntut 
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bagian warisannya sama dengan bagian pria, sebab ia menurut hukum tetap 

berstatus sebagai wanita. Sedangkan bagi pelaku operasi kelamin dalam 

rangka untuk tahsin/takmil, hanya untuk memperbaiki atau 

menyempurnakan jenis kelaminnya saja, maka kedudukan hukumnya dalam 

kewarisan Islam sesuai dengan jenis kelaminnya setelah operasi. 

Pengakuan kedudukan hukum jenis kelamin sesuai dengan hasil 

operasi kelamin, mengingat operasi kelamin yang dilakukan dalam rangka 

perbaikan atau penyempurnaan jenis kelamin. Hal ini juga ditegaskan dalam 

fatwa MUI tahun 1980, diktum nomor 3 menyatakan: “Seorang khuntsa 

(banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-

lakiannya. Demikian pusebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-

laki)”, Begitu pula kewarisannya. 

Kedua, dosen yang tidak menyetujui operasi kelamin DR. Khairuddin, 

M.H., lantaran ubah kelamin dianggap merubah kodrat manusia sebagai 

mahluk ciptaan Allah. Adapun dalil-dalil yang mengharamkan operasi ganti 

kelamin antara lain sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an surat Al-Hujarat ayat 13: 

                            

                         

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujarat: 13). 

2. Al-Qur’an surat An-nisa’ ayat 119: 
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                           

                   

           

Artinya: “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 

membangkitkan anganangan kosong pada mereka dan 

menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), 

lalu mereka benar-benar memotongnya], dan akan aku suruh 

mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka 

merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi 

pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita 

kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisa: 119). 

Di dalam ayat di atas disebutkan beberapa perbuatan manusia yang 

diharamkan karena termasuk “mengubah ciptan tuhan”, seperti mengebiri 

manusia, homo seksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, artinya 

orang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya. 

3. Hadis nabi riwayat Ahmad yang  nilai hadisnya sahih: 

Apa yang telah diciptakan oleh Allah tidak boleh dirubah. Demikian 

pula seorang pria atau wanita yang lahir normal jenis kelaminnya tetapi 

karena lingkungan, menderita kelainan semacam kecenderungan seksnya 

yang menjadikan “banci” dengan berpakaian dan bertingkah laku yang 

berlawanan dengan jenis kelaminnya. Sebab pada hakikatnya organ/jenis 

kelaminnya normal tetapi psikisnya tidak normal. Dan Islam pun melarang 

seseorang berpakaian dan bertingkah laku berlawanan dengan jenis 

kelaminnya. Hal ini dilarang oleh agama berdasarkan hadits nabi: 

ٍَ انررَّ َ ا لِ باِ ننبِّسَا  ِ  ٍَ يِ تََ ببِّيِ  ًُ ٍَ الله انَ ٍَ اننبِّسَا , نََ  تََ ببِّياَ تِ يِ ًُ ؤَانْ

َ ا لِ  اه أحًذ)ِ  باِ نربِّ ًَ (ر  
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Artinya: “Allah mengutuk wanita-wanita yang menyerupai pria-pria dan 

pria-pria yang menyerupai wanita-wanita”. (HR. Ahmad  no.3151, 

5:243) 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka hukum Trangender (operasi 

kelamin) dalam Islam adalah tegas hukumnya haram. Dalam hal ini, termasuk 

ikut menanggung dosa dilakukannya Transgender adalah semua pihak yang 

membantu pelaksanaannya, seperti dokter beserta tim medisnya dan lain-lain. 

Ketidakbolehan atau haram hukumnya melakukan Transgender (operasi 

kelamin) juga ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 

Juni 1980, keputusan nomor 1: “Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi 

perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-

Quran surat an-Nisa’ ayat 119 dan bertentangan pula dengan jiwa syara’.” 

Berkaitan dengan transgender, maka upaya yang tepat dilakukan adalah 

mengembalikan kecenderungannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Adapun 

mengenai kewarisannya sendiri tidak dapat dilakukan karena ketidakboleha 

Transgender itu sendiri.   

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 
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Berdasarkan paparan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Menurut pandangan dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 

apabila sifat dan tujuan operasi kelamin untuk merubah ciptaan Allah 

dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin dari pria menjadi wanita 

atau sebaliknya dengan tidak dalam keadaan darurat, maka status jenis 

kelaminnya tetap, tidak berubah, sehingga kedudukannya sebagai ahli 

waris tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli pada waktu 

lahirnya. Sedangkan bagi pelaku operasi kelamin dalam rangka untuk 

tahsin/takmil, hanya untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis 

kelaminnya saja yaitu dalam keadaan darurat, maka operasi kelaminnya 

boleh dilakukan. Sedangkan kedudukan hukumnya dalam kewarisan 

Islam sesuai dengan jenis kelaminnya setelah operasi. 

2. Pandangan dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung sesuai 

dengan Hukum Islam tentang Transgender dan kewarisannya yaitu 

operasi kelamin yang dilakukan dalam rangka perbaikan atau 

penyempurnaan jenis kelamin berdasarkan kaidah fiqh menghilangkan 

kemudharatan (al-Dhararu yuzalu). Hal ini juga ditegaskan dalam fatwa 

MUI tahun 1980, diktum nomor 3 menyatakan: “Seorang khuntsa (banci) 

yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya”. 

Operasi kelamin dalam rangkan penyempurnaan/perbaikan terhadap alat 

kelamin ganda atau alat kelamin yang tidak sempurna hukumnya boleh, 

bahkan dianjurkan dalam Islam. Sedangkan Hukum Transgender (operasi 

kelamin) terhadap alat kelamin yang jelas dan normal adalah haram.  

72 



 

xix 
 

B. SARAN 

 Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis ingin memberikan pesan kepada 

pihak-pihak yang akan melakukan Trangender atau kepada pembaca sekalian:  

1. Trangender (operasi kelamin) hanya dibolehkan untuk seseorang khuntsa 

muskil, dan bagi yang normal tak seharusnya ikut-ikutan untuk melakukan 

operasi, hanya karena ia membenci kelamin yang ia miliki ataupun karena 

alasan kejiawaan, karena bisa jadi apa yang dibenci itu adalah yang terbaik 

untuknya. Belum lagi jika operasi ganti kelamin yang ia lakukan gagal, 

nanti akan merusak dirinya sendiri, bahkan menyebabkan kematian. 

2. Masalah kejiwaan seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, untuk 

janganlah mengucilkan seorang yang memiliki kejiwaan berlawanan 

karena hal itu dapat membuatnya melakukan trangender (operasi kelamin), 

tetapi lebih deberikan perhatian khusus dari keluarga teman atau khalayak  

agar masalah kejiwaannya dapat sesuai dengan gender yang dimilikinya. 

3. Sebagai mahluk, bersyukur atas fitrah yang karuniakan Allah adalah suatu 

yang amat baik lagi bijaksana.    
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